BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Apakah jasa angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh PT KAI untuk
mengangkut hasil pertambangan batubara dapat dikategorikan sebagai jasa
penunjang pertambangan batubara ditinjau dari segi peraturan
perundang-undangan relevan yang berlaku?

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
jasa angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh PT KAI untuk
mengangkut hasil pertambangan batubara dapat dikategorikan sebagai jasa
penunjang pertambangan batubara. Hal ini didasarkan pada Pasal 139 (2)
huruf b UU KA dimana di dalam penjelasannya mengenai “barang khusus”
dicantumkan bahwa batubara merupakan barang khusus. Meskipun
berdasarkan Lampiran | A PM ESDM 24/2012 yang menyatakan secara
limitatif apa saja yang menjadi subbidang-subbidang pengangkutan dalam
usaha jasa pertambangan yang diantaranya adalah truk, lori, belt conveyor,
tongkang, pipa. Mengingat bahwa berdasarkan asas lex superior derogat legi
inferiori, maka yang dapat diberlakukan adalah UU KA dikarenakan
kedudukan dari undang-undang lebih tinggi dari kedudukan Peraturan
Menteri.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa jasa angkutan
dengan menggunakan kereta api merupakan jasa penunjang pertambangan

batubara.
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4.2.

1)

Apakah jasa angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh PT KAI untuk
mengangkut hasil pertambangan batubara dapat dijadikan sebagai Objek
Pemotongan PPh Pasal 23?

Jasa angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh PT KAI untuk
mengangkut hasil pertambangan batubara dapat dijadikan sebagai Objek
Pemotongan PPh Pasal 23 dengan syarat bahwa angkutan kereta api tersebut
merupakan angkutan sewa atau angkutan khusus sehingga sesuai dengan apa
yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ UU PPh dan PMK 141/2015
sehingga terhadap jasa tersebut dapat dikenakan pemotongan PPh sebanyak
2%. Dimana dalam PMK 141/2015 mengatur jenis jasa lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ angka 2 UU PPh. Begitu pula
sebaliknya, apabila angkutan kereta api tersebut tergolong ke dalam
angkutan umum, maka terhadap jasa tersebut tidak dapat dikenakan PPh

Pasal 23 atau tidak dapat dilakukan pemotongan PPh sebanyak 2%.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penulis
memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan -
permasalahan tersebut yakni diantaranya:

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pengusahaan
pertambangan batubara, sarana transportasi merupakan sarana yang sangat
penting dan strategis dalam memperlancar kegiatan pengusahaan
pertambangan batubara. Dimana secara natural batubara yang telah
dilakukan pengambilan (mine excavating) di mulut tambang perlu diangkut
oleh sarana transportasi. Pengangkutan hasil tambang batubara dari mulut
tambang tersebut lebih lanjut dilakukan dalam rangka untuk melakukan
tahapan kegiatan pertambangan lainnya seperti pengolahan dan pemurnian

(crushing, sizing, blending, dan lain-lain) serta penjualan. Dengan jasa
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transportasi ini maka tahapan kegiatan pertambangan tersebut akan
terdukung secara keseluruhan.

Jasa transportasi dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam jenis usaha jasa
pertambangan di bidang pengangkutan. Salah satu dukungan dalam tahapan
kegiatan pengangkutan dilakukan dengan sarana kereta api. Jasa angutan
kereta api dalam mengangkut pertambangan batubara termasuk dalam
kegiatan pengangkutan dimana pengangkutan tersebut berkaitan dengan
tahapan dari kegiatan usaha pertambangan di mana PT KAI tersebut
langsung mengangkut batubara dari daerah tambang dan/atau tempat
pengolahan dan pemurnian sampai ternpat penyerahan.

Di dalam perkembangan dunia pertambangan, kereta api merupakan salah
satu bentuk usaha jasa primier yang dilakukan untuk menunjang kegiatan
usaha pertambangan dalam bidang pengangkutan. Hal tersebut terjadi karena
pertimbangan penggunaan angkutan kereta api untuk menyalurkan produk
batubara merupakan salah satu moda transportasi yang paling efisien dalam
bidang pertambangan dari segi biaya. Sehingga para pengusaha
pertambangan batubara dapat menjual produk batubaranya tersebut dengan
harga yang bersaing di pasaran nasional maupun internasional.

Melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia pertambangan,
seharusnya pengaturan mengenai jasa angkutan dengan kereta api diatur
lebih lanjut dan dinyatakan secara eksplisit bahwa kereta api merupakan jasa
penunjang pertambangan sehingga dapat me mpermudah pihak-pihak yang
terkait dalam kegiatan usaha pertambangan baik dari segi mobilitas barang
(tambang batubara) maupun dari segi kepastian hukum terkait dengan
pemungutan PPh Pasal 23 mengenai pengangkutan dengan kereta api dalam

mengangkut pertambangan batubara.

102



2) Ketidakjelasan suatu peraturan (grey area) akan menimbulkan suatu
permasalahan hukum yang tentunya sering merugikan satu atau beberapa
pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan hal diatas, tentu ketidakjelasan
aturan khususnya tentang objek pemotongan PPh Pasal 23 yang dalam hal
ini terkait dengan angkutan kereta api dalam mengangkut pertambangan
batubara juga dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Jika
ditinjau dari sisi negara, negara akan mengalami kerugian dalam hal
penerimaan pajak. Sedangkan dari sisi wajib pajak, ia harus mengeluarkan
dana yang lebih untuk melunasi pajak terutangnya. Selain itu, hal ini juga
dapat merugikan pihak ketiga yakni pihak pengguna jasa pengangkutan
(Pengusaha Pertambangan Batubara) selaku pihak yang wajib melakukan
pemotongan PPh Pasal 23 terhadap wajib pajak. Hal ini dikarenakan jika ia
tidak melakukan pemotongan maka ia akan dikenakan Sanksi Administrasi.
Berdasarkan pemaparan diatas, seharusnya Pemerintah perlu membuat
pengaturan tentang jasa angkutan kereta api terkait dengan kegiatan usaha
pertambangan. Hal ini ditujukan agar tercipta suatu kepastian hukum baik di
bidang pertambangan maupun perpajakan. Selain itu, Pemerintah juga perlu
melakukan penegakkan hukum khususnya dalam segi penerapan peraturan
yang ada di dalam prakteknya seperti misalnya dari segi penafsiran terhadap
peraturan yang berlaku. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan konflik
atau sengketa dalam bidang pertambangan maupun perpajakan dapat
diminimalisir atau bahkan tidak terjadi. Dengan demikian, penyelenggaraan
pengusahaan pertambangan dapat berjalan secara optimal dan penerimaan
negara melalui sektor perpajakan di bidang pertambangan dapat berjalan

dengan baik.
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